BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI, DAN LUAR
NEGERI BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG
DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan
Pemerintahan  Daerah dan terciptanya ‘ertib
administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dipanaang
perlu  melakukan penataan kembali ketentuan
Perjalanan Dinas sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan serta memenuhi kaidah - kaidah
pengelolaan keuangan Daerah sesuai Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat, Pejabat
Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat
Eselon dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
7/PMK.05/2008;

bahwa agar perjalanan dinas dalam daerah, dalam
negeri dan luar negeri dapat dilaksanakan secara lebih
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab, bagi Pejabat, Pejabat Eselon,
Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan
Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat..

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan
j a Republik Indonesia Nomor 556 1)

Nomor 28 Tahun 1999 tentansg
a yang Bersih dan Bebas dan
Nepotisme (Lembaran Negar:
un 1999 Nomor 75, Tambahan
donesia Nomor 3851).
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamt.ihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5S587).
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4712) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang

kedua atas Peraturan Pemerintah No
2004 tentang Kedudukan Protoko!
Pimpinan dan Anggota Dewan
Daerah ; A
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambzhan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran I\'egaré
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah
Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muna Barat Tahuun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2017.




MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI MUNA BARAT TENTANG

PDERJSII;:::AN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI
AN NEGERI BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON,
PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT

ESELON DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SE
RTA
TIDAK TETAP KABUPATEN MUNA BARAT. T

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

3.
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Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
Bupati adalah Bupati Muna Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna
Barat.

Pejabat adalah Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Muna Barat, Ketua
DPRD Kabupaten Muna Barat dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Muna Barat.

Pejabat Eselon II a adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Muna Barat.

Pejabat Eselon II b adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten
Sekertaris Daerah dan Staf Ahli Lingkup Pemerintah Kabupaten
Muna Barat.

Pejabat yang disetarakan dengan Eselon II b adalah Anggota DPRD
Kabupaten Muna Barat.

Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekertaris
Dinas, Sekertaris Badan, Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Bidang
dan Sekertaris Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Bara“.

Pejabat Eselon IV adalah Kepala Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pengelola Teknis
Dinas/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
Muna Barat.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Pejabat yang berwewenang adalah Pejabat yang ditetapkan dan diberi
wewenang untuk memberi persetujuan/perintah perjalanan dinas.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan dalam
negeri serta luar negeri Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang
disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjal
kedudukan dan kembali ketempat semula,
kepentingan dinas baik perseorangan 1]
dilaksanakan dalam wilayah Kabupa
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Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat
kedudukan dan kembali ketempat semula, dilakukan dalam rangka
kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang
dilaksanakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan keluar tempat
kedudukan keluar wilayah RI dan kembali ketempat semula
dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangar;
maupun secara bersama yang dilaksanakan diluar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Organisasi Sekertariat, Dinas atau lembaga-lembaga teknis
yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat. ‘

Bigya Transport,.merupakan biaya pergi pulang dari asal ke tempat
tujuan yang dibayarkan menggunakan metode atcost (sesuai
pengeluaran, untuk tiket pesawat)

Dalam hal biaya transport tidak dapat diperoleh bukti yang sah,
maka pejabat yang berwewenang dapat memberikan tambahan biaya
transport yang dimuat dalam rincian perhitungan rampung

Uang Representase dibayarkan secara lumpsum dan merupskan
batas tertinggi yang hanya diperuntukan kepada Bupati dan
Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II.

Uang Harian adalah biaya perjalanan dinas yang meliputi uang
transport lokal, uang makan, dan uang saku.

Sewa Kendaraan merupakan biaya sewa kendaraan, BBM, dan jasa
sopir ditempat tujuan yang hanya diperuntukan kepada Bupati,
Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dibayarkan dengan
menggunakan metode atcost (sesuai Pengeluaran).

Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal
pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau
tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan
biaya penginapan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari tarif hotel
ditempat tujuan sesuai dengan tingkat perjalanan dinas dan
dibayarkan secara lumpsum.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu dan dibayarkan sekaligus

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah dengan
menggunakan Kendaran Dinas roda 2 (Dua) dan roda 4 (Empat) tidak
diberikan biaya transport.

Perhitungan rampung adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan
kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Surat Ferintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD
adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang
disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor Satuan Kerja
Perangkat Daerah berada.

Tempat tujuan adalah suatu tempat yaitu: Desa, Kelural
Kecamatan Dalam daerah dan Luar Daerah serta negar

menjadi tujuan perjalanan dinas. &
Masyarakat adalah Warga masyarakat Muna Bara
Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk kepenting
kemasyarakatan.

. R



Pt'ejabat dan /atau PNS/ Non PNS dilarang meneri ‘
dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan d
dilakukan dalam waktu yang sama.

Biaya perjalanan dinas Khusus Pegawai Non PNS yakni Pén: 4
Tenaga  Ahli  disetarakan  dengan golongan IVa  dan
PHTP/Kontrak/Magang/Masyarakat disetarakan dengan golongan I
dan II

Pasal 2

Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu
hanya untuk kepentingan dinas dan prioritas vang berkaitan dengan
kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat

BAB II
JENIS DAN TUJUAN PERJALAN DINAS SERTA PEJABAT YANG
BERWEWENANG MEMBERI PERINTAH

Pasal 3
Jenis Perjalanan Dinas meliputi :
(1). Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(2). Perjalanan Dinas Luar Daerah :
e Dalam Provinsi
e Luar Provinsi
e Luar Negeri
Pasal 4
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan :

a. Memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja SKPD; dan

b. Berdasarkan Surat Tugas dan SPPD.
Pasal 5

Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam dan luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dilakukan apabila :

«.. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat
Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang
mendapat perintah dari atasan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi

. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat

| Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap _yang

‘ bersangkutan ada panggilan atau undangan dari Instansi Pemerintah,

% Lembaga Negara/Daerah lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan
tugas pokok.

c. Perjalanan Dinas masyarakat karena dibutuhkan pemerintah daerah
dan negara untuk kepentingan pembangunan dan kemasyaraka_t,anf.; 23

Pasal 6



Bupati bagi Bupati dan Wakil Bupati
Ketua DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Sekertaris Daerah Bagi Sekertaris Daerah dan Pejabat Eselon II

K.ep'ala SKPD bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri
Sipil Golongan III, II dan I yang bertugas pada SKPD berkenaan.

e. Kepala UPTD dan Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas bagi

Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada
UPTD dan Sekolah yang berkenaan.

o o CHEe

f. Kepala Puskesmgs mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Muna Barat bagi Kepala Puskesmas dan Pegawai Negeri Sipil yang
bertugas pada Puskesmas dan Poskesdes yang berkenaan.

g. Masyarakat, mengetahui Bupati Muna Barat bagi masyarakat yang
berkenaan.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) dan (2) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :

a.
b.

Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD

Tingkat B untuk Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon II dan yang
disetarakan dengan Pejabat Eselon II

Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Golongan
v

Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai negeri Sipil Golongan
III serta masyarakat

Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I serta Pegawai
Tidak Tetap.

Pasal 8

(1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
a. Uang harian; dan

b. Biaya transportasi

(2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat, Pejabat Eselon,

Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri
Sipil serta Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) diberikan secara lumpsum dengan pengaturan sebagai beriku

a. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat keduc
yang dituju masih dalam satu wilaya
biaya transportasi pergi pulang s

XI huruf a Pe




(4)

{ ©

(1) Biaya perjalanan dinas dalam negerj dan

transportasi pergi pulang dan ua

: ' N uang |
pada lampiran XI huruf 4 dan b ﬁpif;g

Pasal 9 A
: x er fHeRet b

Pejabat' Fselon,' Pe.]a!aat yang disetarakan deng‘anﬂggiiw? Bse 1,;. |
Pegawa'l Negerl. Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Jdan m%
sebagai mana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) terdiri at k“syar at
komponen biaya sebagai berikut : T

a. Uang harian

b. Biaya transportasi

¢. Biaya penginapan

d. Uang representase

¢. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. Uang makan

b. Uang transpor lokal; dan

¢. Uang saku

Biaya transport sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas :

a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan;
b. Biaya - Biaya yang dimaksud pada ayat 3 diatas meliputi :
1. Biaya dari tempat kedudukan ke terminal/ pelabuhan/ stasiun
bandara keberangkatan
2. Biaya dari tempat tujuan ketempat kedudukan terdiri dari uang
makan, uang transport lokal dan uang saku.

c. Retribusi yang dipungut di terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk biaya menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

Dalam pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapaq
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai
berikut :

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari standar tarif hotel yang bersaqgl;utan dikota tempat
tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang terdapat ,pa@i@

lampiran XI huruf d
b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
secara lumpsum. ;




| s

18) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksut

(9) Biava menjemput/mengantar jenazah

(10) Biaya perjalanan dinas sebagaimana

(1)

(2)

e

ditempat tujuan; ‘ SResHusASRY ; 1 tug: s

)

: 2 i ad o P
biaya untuk pengemudi, bahan bakar mir?yalg ;Z:trgi)ai?d&h i
sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f melipud biaya bagi PeﬂijPUt/pengantar, biaya

pemetian dan biaya angkutan jenazah;

IR, dimaksu

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : * HEs petlnla

a.Uang harian dibayarkan secara lu
tertinggi sebagaimana terc
merupakan bagian tak terp

mpsum dan merupakan batas
antum pada lampiran XI huruf c yang
isahkan dari Peraturan Bupati ini;

b.Biaya transport dalam negeri dan keluar negeri dibayarkan
berdasarkan  fasilitas  transpor sebagaimana tercantum dalam
lampiran XII huruf B yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

¢. Biaya transport keluar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil
berdasarkan  harga  tiket  dimana negara tujuan melakukan
perjalanan dinas;

d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana
tercantum pada lampiran XI Huruf D yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

¢. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran XI Huruf E
vang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil
vang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

¢. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

h.Bilaya angkutan jenazah termaksud yang berhubungan dengan
pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 10

Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat, Pejabat
Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap ] dan masyarakat ur}tuk
mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dxlgksanakan dengan bxe_lya
perjalanan dinas keluar daerah yang ditanggung oleh panitia
penyelenggara;
Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri c}an luar-negcri untuk
mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat
(1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, bxay_a perjalanan
dinas dimaksud dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat
Dacrah Pelaksana SPPD;
itia Penyelenggara menyampaikan pemberitah\.}an mengenai
gi::gebananybiaygag perjalanan dinas sebagaimana _.cil‘lmaksud P
ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti




seminar dan sejenisnya, seluruh pelak
pada penginapan/hotel yang sama; i

Dalam hal biaya penginapan pada hot
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dar

biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Muna Barat mengenai standar biaya, maka pelaksana
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah
hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyediaan perjalanan dinas bagi ajudan dan tenaga
ahli Anggota DPRD yang mengikuti perjalanan dinas Pejabat Daerah
dan Anggota DPRD, biaya perjalanan dinasnya diperhitungkan dalam
belanja perjalanan dinas disetarakan dengan tingkat perjalanan dinas
eselon IIL.

{2) Pcrja}anan Dinas ajudan bagi ajudan Bupati dan Wakil Bupati biaya
penginapan setara dengan penginapan Bupati/ Wakil Bupati

Pasal 12

Biava perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri dibebankan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah vang menggunakan Perjalanan Dinas

Pasal 13

Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon
dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima
biava perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan
dinas dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

(1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri dapat
diberikan uang muka perjalanan sebelum perjalanan dinas
dilaksanakan

(2) Uang muka perjalanan tersebut akan diperhitungkan setelah yang
bersangkutan melaporkan hasil perjalanan dinas.

(3) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri harus
segera dilaksanakan sementara biaya perjalanaan dinas belum
dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah

perjalanan dinas selesai.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15
anan dinas dilaksanakan berdasark




(1)

(2)

kf:tera.ngan dari Pejabat Pemberi Perintah jalan ket
Ichtert.ntkanuoleh Pejabat berwewenang mengacu sebagaiman 1
ampiran yang merupakan i eahl ari
Peraturan Bupati ini; : e e
Pejabat yang berwenang dalam i

: ; menerbitkan SPPD
mene;:apl;an tingkat perjalanan dinas sesuai ketentuan dalam pasal 7
huruf a, b, ¢, d, dan e serta moda transportasi yang digunakan untuk

melaksanakan perjalanan yan
] ! g bersangkutan dengan m i
kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebutg. i L

sekaligus

Pasal 16

Rincian Liaya perjalanan dinas dalam daerah mengacu sebagaimana

pada lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Rmciag biaya perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri
scb:-tgalmana. tercantum pada lampiran Il yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 17

Dokumen perjalanan dinas terdiri dari :

<L,

(2)

(3)

(4)

Surat Tugas

Surat Perintah Perjalanan Dinas
Laporan Hasil Perjalanan Dinas
Bukti Pembayaran Hotel

Bukti-bukti pembayaran (tiket, boarding pass, airport tax retribusi dan
lain-lain)

Pasal 18

Biaya uang harian dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah hari
yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

Biaya sewa hotel, biaya transport, biaya sewa kendaraan tempat
melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan luar ncgeri
dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti riil;

Dalam hal melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan keluaf negeri
vang tidak menyetor kontribusi kegiatan, maka jpmlah hari dalam
SPPD adalah jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 1
(satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;

inas ternyata melebihi jumlah hari

Dalam hal jumlah hari perjalanan d ;
Pejabat yang berwenang dapat

yang ditetapkan dalam SPPD,

mempertimbangkan tamb :  biay:
sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahe

at/Pegawai Negeri yang bersangkutan;
D, e o s n{ 4 K. =T

ahan uang harian dan biaya penginapa




12)

13)

4

—

1)

(3)

@)

| Biaya transport perjalanan dinas dalam daerah
- Barat bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang dise

Pasal 19

Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pega n de;

: : awai Tidak T\
ma.syarz_nka_t dngcrtanggung]awabkan secara lumpsgum yang mem
daftar rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah; . m

Biaya transport, sewa hotel dan sewa kendaraan di kota ditempat
perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri bagi Pejabat, Pejabat
EEselon, Peje}bgt yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan'chawai
Negeri Slpll‘ serta Pegawai Tidak  Tetap, masyarakat
dipertanggungjawabkan  sesuai biaya riil yang dikeluarkan
berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;

Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan keluar
negeri pengeluaran biaya transport dan sewa kendaraan tempat
perjalanan dinas tidak dapat dibuktikan pembayaran (tiket, airport
tax, retribusi dan lain-lain), maka Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat
vang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipii serta
Pegawa: Tidak Tetap, masyarakat dapat membuat daftar pengeluaran
riil vang disetujui oleh Kepala SKPD bersangkutan, dengan pernyataan
tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran, sebagai pengganti
bukti pengeluaran dimaksud sesuai format sebagaimana tercantum
pada lampiran IV Peraturan Bupati Muna Barat

Kepala SKPD bersangkutan menilai kesesuaian dan kewcjaran atas
biayva-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

Pasal 20

Biava perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat, Pejabat
Eselon, Pejabat yang disctarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat yang melakukan
perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan
dinas dilaksanakan;

Kepala SKPD melakukan perhitungan SPPD Rampung terhadap
seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat, Pejabat
Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat disampaikan
kepada bendahara pengeluaran sebagaimana tercantum pada lampiran
II Peraturan Bupati Muna Barat

Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat, Pejabat .Eselon:
Pejubat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri
Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat yang melakukan
perjalanan dinas mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran;

Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Kep: :
4










